
BUPATI SAMBAS

'x3#ilffi"m:ffi:
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL,ANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS'

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peratrrran

Daerah Kabupaten sambas Nomor 6 Tahun 2aL7 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapata"^1?l
Belanji-Daerah Kabupaten sambas Tahun Anggaran -2016
perlu menetapkan Plraturan Bupati tentang Penjabaran
'pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanjab""rat Kabupaten sambas Tahun Anggaran 2ot6;

undang-undang Nomor 27 Tahiun 1959 tentang Penetapan

Undan[-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan baerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai

Undang-Undang (Lem6aran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bgmi
dan Bangun*nlrcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (kmbaran Negara

Repubh=k Indonesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

undang-undang Nomor 21 Tahun L997 tentang Bea Perolefg
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Ig97 Nomor 44, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana 1e_lqh
aiuuarr dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2o0o
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
igo, Ta*bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3e88);

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanqll
r,r"g"r"" (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Noiror 47, T^tnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor t' Tahun 2OO4 tentang
perbendah u^ri Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor-S, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan

f"rrgrtit.ro aai tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran

N;g;" Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan

t eirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
perenclnaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor to4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaZ\;

undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan
Keuangan ant; Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor

iZO, T"*b*h*t, 1,.*Urr"r, Negara Republik Indonesia Nomor

aa38l;

undang- undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah

dan nJtAbusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 50a9) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan
Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2oL5 tentang
peniUanan keduaLtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2LO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reprrblik
Indoneiia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Norrror 24 Tahun 2OA4 tentang
Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah
airiUafr teiakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L

Tahun 2OOT tentang Pembahan Ketiga atas Peraturan
pemerintah Nomor i+ Tahun 2OA4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahd 2OAT Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47L2);

PeraturanPemerintahNomor2STahun2oo5tentang
Pengelolaan Keuangan Badal Layanan Umum (kmbaran-t{Qil 

R;p"blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

l,eiuaran Negara Republik Indonesia Nomor a5o2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor ti7 , Tambahin t embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

PeraturanPemerintahNomor53Tahun2oo5tentang
pengelolaan tceuangan Daerah kmbaran Negara 

_ 
Republik

IndJnesia Tahun IOOS Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tatrun 2005 tentang

Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan standar Pelayanan

Uri"i*"f fi,embaran Negara Republik Indo:resia Tahun 2oo5

Nomor 150, T;bahan-fumbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a585);

Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran

Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

i"p"Uiif. Indonesii Tahun 2006 Nomor 25, ?ambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a6ta\

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20Os

tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

n"prUiit Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1L0, Tambahan

tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2010 Nomor L23, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20lt tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Taliun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52L91;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;
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23.
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Menetapkan : PERATURAN

MEMUTUSKAN :

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah Jua kali dan teiakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

ttegeri Nomor 21 Tahun 2olt tentang Perubahan Kedua Atas
peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun 2oo8

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
pembJran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabripaten Sambas Nomor 10 Tahun 2Ot6 tentang Perubahan
pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 1O);

BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN

PENJABARAN
ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20].6.

DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Angaran 2OL6 terdiri atas :

a. Pendapatan:

1. PendaPatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-L,ain PendaPatan
Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.530.823.553.222,48

Rp. 102.059.036.354,48

Rp. L.243.434.973.577,4O

Rp. 185.329.543.291,0O (+)

b. Belaqia :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Bunga

c) Belanja Subsidi

d) Belanja Hibah

e) Belanja Bantuan
Sosial

Belanja Bagr Hasil

Belanja Banhran
Keuangan

Belanja Tidak
Terduga

674.5L9.731.066,42

429.691.888,92

9.811.347.3L2,OO

940.810.300,00

1.691.514.983,O0

2t3.LO2.56L.654,72

133.171.661,88 (+)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

s)

Rp.

Rp.

h) Rp.

Rp. 900.628.828.866,94



2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp' 53' 100'496'937 '45

b) Belanja Barang Rp' 3A7 '57L'462'748'Og
Jasa

c) Belanja Modal Rp' 327'918'328'L27 '37 (+)

Rp. 688.590.287.8L2,94

JUMLAH BELANJA Rp' 1'589'219 'Ll6'679'84

SURPLUS / RP' (58'395's63'457'36)
(DEFISIT)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. LL5.422.740.819,57
Daerah

2. Pengeluaran
Pembiayaan Daerah

Rp. 44.497.000.000,00 (-)

JUMLAH PEMBIAYAAN Rp. 7A'925'74O'8t9,57
NETTO

SISA LEBIH RP. 12.530' I77 '362,21
PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 3

Ringkasan [.aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal f dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud



datam pasal 3 tercantum dalam Lampiran u 
-a3n 

merupakan bagtan

y""g tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 5

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap ;;;;"rri"t tirriny", riemerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan pen"mpatattnya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sambas.

DitetaPkan di Sambas
pada t rgg"l 25 Agustus 2O17

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diudangkan di Sambas
Pada tanggal 25 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

ttd

URAY TAJUDIN

BERMA DAERAI{ I(ABUPATEI{ SAIVIBA,S TAHUN NL7 NOMOR 24

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Hukum,

Pembina r tvr/b)
Nip. 19680612 L997LA 1 001


